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Mengingat 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

SALINAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 12 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINS! 
KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan 
perekonomian dan sesuai Peraturan Kepala LAN Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III dan 
Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Tingkat IV, maka perlu disesuaikan tarif retribusi 
pelayanan pendidikan sebagaimana diatur dalam Lampiran 
III huruf A butir 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 0 1  Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum menyebutkan bahwa Peninjauan 
Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan 
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan 
Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1 1 0 6 ) ;  

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



- 2   

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 ) ;  

12. Keputusan Presiden Nomor 137 /P Tahun 2013 tentang 
Pengangkatan Ors. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, M.Si 
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. MUKMIN 
FAISAL. HP, SH, MH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan 
Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bapeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2008 Nomor 22); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01  
Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 01 ) ;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3 . Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk 
menghitung besarannya retribusi terhutang. 

BAB II 
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 

Pasal 2 

Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dalam Lampiran III Huruf A Butir 2 Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0 1  Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

NOMOR URAIAN KEGIATAN SATUAN TARIF 

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Orang Rp 36.930 .000,00 

2 . Diklat Kepemimpinan Tingkat III Orang Rp 38.825.000,00 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 28 April 2014 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR.H.AWANGFAROEKISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 24 April 2014 

PLT.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. RUSMADI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 12. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

� :�-U_M_, _ 
H 

PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19620527 198503 1 006 


